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“  Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan dapat 
menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban kinerja 

yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan 

akuntabilitas dan transparansi dilingkungan 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan dapat 
membantu peningkatan kinerja pada lingkungan 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.” 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

uji dan syukur kehadirat Tuhan 
Yang Maha Kuasa, atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat 
diselesaikan dengan baik.  

LKjIP Tahun  2018 Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Tengah disusun mengacu 
pada Peraturan Presiden Republik 
Indonesia 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah serta Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah. 

 
Dengan tersusunnya Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 
dan Dokumen Penetapan Kinerja 2019 
dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 
diharapkan dapat menjadi suatu bentuk 
pertanggungjawaban kinerja yang dapat 
memberi manfaat bagi  peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi serta 
meningkatkan kinerja pada lingkungan 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. 
 

Kami berharap laporan kinerja ini 
dapat dipahami dengan baik dan 
memenuhi segala harapan segenap 
pemangku kepentingan serta dapat 
dimanfaatkan sebagai media evaluasi 
dalam meningkatkan kinerja Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Tengah dimasa yang akan 
datang. 

 
Palu,         Februari  2019 

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 
 
 
 

DR. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum
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EXECUTIVE SUMMARY

i dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi SulawesiTengahmengacukepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telahditetapkan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan 3 (tiga) sasaranstrategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Ketiga sasaran strategis tersebut diukurdengan menggunakan target kinerja pada 7 (tujuh) indikator kinerja. Secara umumhasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tahun 2018 telah dapat memenuhitarget sesuai rencana kinerja yang ditetapkan hal ini cerminan dari telah berjalannyasistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifatkekeluargaan.Ada 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerjatahun 2018, yaitu :1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan, pencapaian 100%2. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, pencapaian 102%3. Persentase Penurunan Sisa Perkara, pencapaian 105%4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putusdi Tingkat Banding, pencapaian 91%5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan,pencapaian 96%6. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu,pencapaian 100%7. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yangDapat diakses Secara Online dalm Waktu 1 Hari Setelah diputus, pencapaian100%Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi SulawesiTengah adalah sebesar 99,62%.Rincian pencapaian kinerja  masing-masing indikator tiap  sasaranstrategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
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SASARAN STRATEGIS
Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaiana. Persentase Salinan Putusan yang Diterimaoleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu- Pidana- Perdata- Tipikorb. Persentase Putusan Perkara Tipikor yangMenarik Perhatian Masyarakat yang Dapatdiakses Secara Online dalm Waktu 1 HariSetelah diputus

100 %100 %100%
100%

100%100%100%
100%

100%100%100%
100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II 100%

SASARAN STRATEGIS

NSTRATEGIS
Meningkatnya Penyelesaian Perkara

IndikatorKinerja Target Realisasi Capaiana. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan- Pidana- Perdata- Tipikorb. Persentase perkara yang diselesaikan :- Pidana- Perdata- Tipikorc. Persentase Penurunan Sisa Perkara- Pidana- Perdata- Tipikord. Persentase Perkara yang Tidak MengajukanUpaya Hukum Setelah Perkara Putus diTingkat Banding- Pidana- Perdata- Tipikore.   Index Responden Pencari Keadilan yang PuasTerhadap Layanan Peradilan

100%100%100%90%90%90%95%95%95%
45%15%15%85 %

100%100%100%96%86%93%100%100%100%
60%14%7%82%

100%100%100%107%96%103%105%105%105%
133%93%47%96%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I 99,23%
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“LkjIP merupakan dokumen yang berisi
gambaran perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”

A. LATAR BELAKANGDalam rangka pelaksanaanReformasi Birokrasi terkait area 6(enam) Penguatan Akuntabilitasbertujuan mewujudkan ManjemenBerbasis Kinerja dan Meningkatkanakuntabilitas di lingkunganMahkamah Agung dan BadanPeradilan Dibawahnya sesuaiPeraturan KementerianPemberdayaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).Untuk  itulah  Pengadilan  TinggiSulawesi  Tengah  menyusunLaporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Tahun 2018.Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)adalah dokumen yang berisi gambaranperwujudan Akuntabilitas  KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP) yangdisusun dan disampaikan secarasistematik dan melembaga. Agar AKIPdapat terwujud dengan baik, harusdipenuhi persyaratan - persyaratansebagai berikut :1. Beranjak dari sistem yang dapatmenjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten
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dengan asas-asas umumpenyelenggaraan Negara2. Komitmen dari pimpinan danseluruh staf instansi yangbersangkutan3. Menunjukkan tingkat pencapaiansasaran dan tujuan yang telahditetapkan4. Berorientasi pada pencapaian visidan misi serta hasil dan mafaatyang diperoleh5. Jujur, obyektif, transparan danakurat6. Menyajikan keberhasilan dankegagalan dalam pencapaiansasaran dan tujuan yang telahditetapkan.

Menurut Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik danUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik, setiapLembaga Publik berkewajibanmenyediakan, memberikan, dan/ataumenerbitkan informasi publik yangberada di bawah kewenangannya sertamenyediakan informasi publik yangakurat dan benar.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi  Sulawesi Tengah selaku salah satu kekuasaanKehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangansebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentangPerubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumdalam pasal 51 yang menyatakan :
 Pengadilan  Tinggi  bertugas  dan berwenang mengadili perkara pidana danperkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubahpertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-

Undang No. 49 Tahun 2009).
 Pengadilan  dapat  memberikan  keterangan, pertimbangan, dan  nasihattentang hukum kepada instansi Pemerintah  di  daerahnya, apabila  diminta.(Pasal  52  Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang PeradilanUmum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004,kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
 Pengadilan dapat  diserahi  tugas  dan  kewenangan  lain  oleh  atauberdasarkan undang - undang. (Pasal  52  Ayat  (2)  Undang - Undang No. 2
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Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun

2009).Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :
 Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
 Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya,menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum,perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
 Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dantingkah laku Hakim, Pejabat strukturdan pegawai di daerah hukumnya sertaterhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakandengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasiperkara & administrasi umum
 Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukumkepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
 Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangandan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokokteknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASIPada tahun 2018 StrukturOrganisasi Pengadilan Tinggi SulawesiTengah mengacu pada Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015Tanggal 7 Oktober 2015tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraandan Kesekretariatan Peradilan, terdiriatas:1. Ketua sebagai kawal depan (voorpost)Mahkamah  Agung,  yaitu dalam halmelakukan Pengawasan terhadappenyelenggaraan peradilan, para Hakimdan pejabat Kepaniteraan,masalah‐masalah hukum yang timbul,masalah tingkah laku / perbuatan Hakim

dan pejabat Kepaniteraan, masalaheksekusi yang berada di wilayahhukumnya untuk diselesaikan dandilaporkan kepada Makamah Agung,menerima laporan penanganan perkaradan laporan tetang Penasehat Hukumdari Peradilan Negeri danmengevaluasinya untuk dilaporkankepada Makamah Agung, memintaketerangan tentang hal yang berkaitandengan teknis pengadilan, membina danmemberikan petunjuk, teguran atauperingatan bila dipandang perlu,menetapkan suatu perkara bandingtanpa biaya,  membagi perkara kepadaHakim, memberi izin untukmelaksanakan putusan serta mertaterhadap perkara yang dimohonkanbanding, mengevaluasi laporanpenanganan perkara banding yangdilakukan Hakim dan Panitera
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Pengganti, selanjutnya mengirimkanlaporan dan hasil evaluasinya secaraperiodik kepada Mahkamah Agung danmembuat/ menyusun legal data tentangputusan perkara‐perkara yang penting diwilayah hukumnya untuk dijadikanregional data bank2. Wakil Ketua adalah melaksanakantugas Ketua apabila Ketua berhalangandan melaksanakan tugas yangdidelegasikan oleh Ketua kepadanya.3. Majelis Hakim adalah bertugas
menetapkan hari sidang, memeriksa dan
mengadili berkas perkara yang diberikan
padanya kemudian dalam hal Pengadilan
Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan
untuk mendengar sendiri para pihak dan
saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas
pembuatan dan kebenaran berita acara
persidangan serta menandatanganinya,
mengemukakan pendapat dalam
musyawarah, Hakim wajib
menandatangani putusan yang sudah
diucapkan dalam persidangan,
melaksanakan pembinaan dan mengawasi
bidang hukum, perdata dan pidana
tertentu yang ditugaskan kepadanya dan
melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
peradilan di Pengadilan Tinggi yang
ditugaskan kepadanya serta mengurus
kepustakaan hukum yang diterima dari
Makamah Agung kepada Hakim‐hakim
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.4. Panitera bertugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan
administrasi perkara serta menyelesaikan
surat-surat yang berkaitan dengan perkara,
bertanggung jawab atas pengurusan
berkas perkara, putusan, dokumen,
bukudaftar, biayaperkara, dan surat‐surat
lainnya disimpan di Kepaniteraan,
menyelenggarakan administrasi perkara,
mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera
Muda dan Panitera Pengganti, membuat

daftar semua perkara yang diterima
di Kepaniteraan, mengeluarkan
salinan putusan, mengirimkan berkas
perkara banding serta putusannya kepada
Pengadilan Negeri.

5. Sekretaris bertugas melaksanakanpemberian dukungan di bidangadministrasi, organisasi, keuangan,sumber daya manusia, serta sarana danprasarana di lingkungan PengadilanTinggi. Dengan menyelenggarakan fungsipelaksanaan urusan perencanaan,program dan anggaran, pelaksanaanurusan kepegawaian, pelaksanaanurusan keuangan, pelaksanaan penataanorganisasi dan tata laksana, pelaksanaanpengelolaan teknologi informasi danstatistik, pelaksanaan urusan suratmenyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokolan, danperpustakaan, pelaksanaan pemantauan,evaluasi, dan dokumentasi sertapelaporan di lingkungan KesekretariatanPengadilan Tinggi.6. Wakil Panitera bertugas membantu
Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, membantu
Panitera untuk secara langsung membina,
meneliti dan mengawasi pelaksanaan
tugas administrasi perkara antara lain
ketertiban dalam mengisi buku register
perkara, membuat laporan periodik dan
lain‐lain melaksanakan tugas Panitera
apabila Panitera berhalangan,
melaksanakan tugas yang didelegasikan
kepadanya.7. Panitera Muda Perdata bertugas
membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan,
melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah perkara
perdata, memberi nomor register pada
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setiap perkara yang diterima di
Kepaniteraan, mencatat setiap perkara
yang diterima kedalam buku daftar disertai
catatan singkat tentang isinya, menyiapkan
berkas perkara banding yang telah selesai
diputus untuk dikirim kembali kepada
Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip
berkas perkara kepada Panitera Muda
Hukum.8. Panitera Muda Pidana bertugas
membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan,
melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah perkara
pidana, memberi nomor register pada
setiap perkara yang diterima di
Kepaniteraan serta memberikan nomor
register dan mencatat setiap perkara yang
diterima kedalam buku register, disertai
catatan singkat tentang isinya, atau
menyiapkan berkas perkara yang dimohon
banding dan menyerahkan perkara kepada
Panitera Muda Hukum.9. Panitera Muda Khusus bertugas
melaksanakan administrasi perkara di
bidang perkara khusus antara lain perkara
Tindak Pindana Korupsi dan perkara
khusus lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Panitera Muda Khusus menyelenggarakan
fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan
penalahaan kelengkapan berkas perkara
khusus, pelaksanaan registrasi perkara
khusus, pelaksanaan distribusi perkara
khusus yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim
berdasarkan Penetapan Penunjukkan
Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
Tinggi, Pelaksanaan penghitungan,
penyiapan dan pengiriman penetapan
penahanan, perpanjangan penahanan dan
penangguhan penahanan bagi perkara

bidang pidana khusus, pelaksanaan
penerimaan kembali berkas perkara yang
sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan
pengiriman salinan putusan Pengadilan
Tinggi beserta berkas perkara bendel A
kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan
penyimpanan berkas perkara yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap,
pelaksanaan penyerahan berkas perkara
yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap ke Panitera Muda Hukum,
Pelaksanaan urusan tata usaha
kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan Panitera.10. Panitera Muda Hukum bertugas

membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan,
mengumpul, mengolah dan mengkaji
data, menyajikan statistik perkara,
menyusun laporan perkara, menyimpan
arsip berkas perkara, dan tugas lainnya
yang diberikan berdasarkan peraturan
perundang‐undangan dan mengolah dan
mengkaji hasil evaluasi dan laporan
periodik dari Pengadilan Negeri untuk
dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.11. Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan perencanaan,
program, anggaran, kepegawaian,
organisasi dan tata laksana, serta
pengelolaan teknologi informasi. Bagian
Perencanaan dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi : Penyiapan
bahan pelaksanaan perencanaan dan
penyusunan program dan anggaran,
penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan
kenaikan pangkat, pemindahan dan
mutasi, pengusulan pemberhentian dan
pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja
Pegawai, administrasi jabatan fungsional,
dan pengurusan ASKES dan disiplin
pegawai, serta penyusunan laporan
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kepegawaian, Penyiapan bahan
pelaksanaan penelaahan, penataan dan
evaluasi organisasi dan tata laksana,
Penyiapan bahan pelaksanaan
pengelolaan teknologi informatika dan
statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan
pelaporan.12. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan urusan
surat menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
perpustakaan, pengelolaan keuangan,
pemantauan, evaluasi, dokumentasi,
serta penyusunan laporan. Bagian
Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :
Pelaksanaan urusan surat menyurat,
kearsipan, dan penggandaan,
Pelaksanaan urusan perawatan dan
pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana serta perlengkapan dan
perpustakaan, Pelaksanaan urusan
keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan
anggaran, perbendaharaan akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik
negara serta pelaporan keuangan,
Penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan serta penyusunan laporan.13. Sub Bagian Perencanaan Program
dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan
perencanaan program dan pelaksanaan
program dan anggaran, pemantauan,
evaluasi, dokumentasi serta penyusunan
laporan.

14. Sub Bagian Kepegawaian dan
Teknologi Informasi bertugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan
kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
pengelolaan teknologi informasi dan
statistik pemantauan, evaluasi,
dokumentasi, serta penyusunan laporan.15. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
bertugas melaksanakan penyiapan bahan
urusan pengelolaan keuangan,
perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi,
pengelolaan barang milik negara, dan
pelaporan keuangan, serta pelaksanaan
pemantauan, serta penyusunan laporan.16. Sub BagianTata Usaha dan Rumah
Tangga mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan urusan surat
menyurat, kearsipan dan penggandaan,
perawatan dan pemeliharaan gedung,
sarana dan prasarana, perlengkapan,
perpustakaan, keamanan, keprotokolan
dan hubungan masyarakat17. Panitera Pengganti mempunyai tugas
membantu Hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya siding Pengadilan
bertugas membantu Hakim dalam hal :
membuat penetapan hari sidang,
membuat penetapan terdakwa tetap
ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau
dirubah jenis penahanannya, mengetik
putusan. Perkara yang sudah putus
berikut amar putusannya dan
menyerahkan berkas perkara kepada
Panitera Muda Pidana bila telah selesai
dimutasi.
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D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsinya, Pengadilan Tinggi SulawesiTengah masih dihadapkan pada beberapakondisi objektif yang harus diselesaikanuntuk meningkatkan kinerja Pengadilan.Berikut ini beberapa hal yang menjadi isustrategis dan beberapa permasalahan yangdihadapi di Pengadilan Tinggi SulawesiTengah adalah :
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara,Upaya untuk meningkatkan produktifitaspenyelesaian perkara di MahkamahAgung dan peradilan dibawahnya tidakpernah berhenti untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakatkhususnya para pencari keadilan, salahsatunya adalah kebijakan MahkamahAgung mengeluarkan Surat EdaranMahkamah Agung No 2 Tahun 2014Tentang Penyelesaian Perkara diPengadilan Tingkat Pertama dan TingkatBanding pada 4 (Empat) LingkunganPeradilan, yang mengatur Penyelesaianperkara pada Pengadilan TingkatBanding paling lambat 3 (tiga) bulan danpada Pengadilan Tingkat Pertama palinglambat dalam waktu 5 (lima) bulan.Dalam pelaksanaannya pada tahun2018 kecepatan penyelesaian perkaramengalami peningkatan dibandingkantahun-tahun sebelumnya, namunpelaksanaan tersebut belum sepenuhnyaberjalan efektif karena masih terdapatperkara yang penyelesaiannya lebih dari3 (tiga) bulan.2. Manajemen Penanganan Perkara,Manajemen penanganan perkara dimulaisejak perkara masuk, diperiksa, diputus,dan eksekusi putusan. Dalam proses itu

diperlukan adanya jaminan bahwa :prosesnya berlangsung cepat, menjaminkeadilan dan kepastian hukum (legalcertainty), akuntabel dan transparan.Salah satu usaha Mahkamah Agunguntuk meningkatkan penangananperkara di pengadilan adalahmemanfaatkan teknologi informasi,dengan membuat Sistem InformasiPenelusuran Perkara (SIPP) MahkamahAgung.sistem Informasi ini bertujuanmeningkatkan efektifitas dan efisiensipenanganan perkara dan tertibadministrasi. Namun pemanfaatanteknologi informasi dalam manajemenpenanganan perkara masih belummaksimal karena masih banyaknyakeluhan publik tentang akurasi informasipada SIPP dan  belum ada kemampuanuntuk mengontrol secara efektif sertamasih terdapat kelemahan dalam kinerjadan etos kerja sumber daya manusiadalam memanfaatkan teknologiinformasi ini.3. Penerimaan Masyarakat Terhadap
Putusan Pengadilan, tingginya jumlahperkara masuk ke MA disebabkanketidak puasan para pencari keadilanterhadap hasil putusan baik diPengadilan Tingkat Pertama maupunPengadilan Tingkat Banding sehinggamemicu para pihak melakukan upayahukum kasasi sehingga harusdilaksanakan peningkatan sumber dayahakim dalam hal hukum formil danmateriil, hal ini diharapkan kualitasputusan yang dibuat oleh hakim akandapat memenuhi rasa keadilanmasyarakat pencari keadilan.Untuk meningkatkan kompetensipenyelesaian perkara, telah dilakukandiklat spesialisasi hakim dalampenanganan perkara.
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4. Akses Terhadap Pengadilan, Penguatanakses terhadap pengadilan merupakansalah satu komitmen yang ingindiwujudkan oleh Mahkamah Agung RIdengan tujuan a) Memberi kemudahanakses informasi kepada pencari keadilan;dan b) Meringankan beban biayaberperkara untuk masyarakat miskindan terpinggirkan. Dalam halmemberikan akses informasi kepadapencari keadilan, Pengadilan TinggiSulawesi Tengah telah menggunakansarana meja informasi maupun teknologiinformasi untuk mengakses berbagaiinformasi pada website pengadilanhingga putusan pengadilan padaDirektori Putusan Mahkamah Agung.Pedoman pelayanan informasi diaturdalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang pedomanpelayanan informasi pengadilan. Namunpemberian akses informasi tersebutmasih mendapat keluhan dari publikkarena sarana informasi tersebut belummenjamin sepenuhnya transparansi dipengadilan5. Sumber Daya Manusia, dalam rangkapeningkatan pelayanan kepadamasyarakat pencari keadilan tidak akanterlepas dari penguatan sumber dayamanusia baik yang terkait dengan teknisperadilan maupun non teknis peradilan.Dalam hal penguatan sumber dayamanusia dibidang teknis peradilan makaMahkamah Agung menetapkan kebijakandilakukan pelatihan teknis bagi aparaturpengadilan baik bagi hakim, paniteramaupun juru sita. Bagi tenaga non teknisdilakukan pendidikan dan pelatihanterkait dengan administrasi umum,manajerial dan kepemimpinan.Selain itu dalam dalam halpeningkatan sumber daya manusia telahdilaksanakan fit and propertest untukpola karir promosi jabatan. Namunmasih dijumpai permasalahan sumberdaya manusia seperti masih lemahnya

pemahaman terhadap kebijakan teknisdan non teknis peradilan, pola karir yangbelum sesuai dengan kompetensi, danbeban kerja belum merata yaitu adabeberapa posisi yang beban kerjanyasangat tinggi tetapi beberapa posisilainnya beban kerjanya cenderungrendah.6. Fungi pengawasan, dalammelaksanakan pengawasan danmenangani pengaduan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah mengacu padaPeraturan Bersama Mahkamah Agungdan Komisi Yudisial Nomor:02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang PanduanPenegakan Kode Etik dan PedomanPerilaku Hakim dan Keputusan KMA RINomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentangpetunjuk pelaksanaan penangananpengaduan di lingkungan lembagaPeradilan.Namun dalam melaksanakanfungsi pengawasan ini masih terdapatpermasalahan dalam hal keterbatasankualitas dan kuantitas sumber dayamanusia pengawasan, masih banyakmasyarakat yang belum memahamimekanisme pengaduan, belum adanyaregulasi jaminan mengenai kerahasiaandan perlindungan terhadap identitaspelapor pengaduan.
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E. SISTEMATIKA PENYAJIANLaporan Kinerja Instansi Pemerintah inimenggambarkan pencapaian kinerjaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selamatahun 2018 sebagai acuan untuk perbaikankinerja dimasa mendatang. LaporanAkuntabilitas ini disusun dengan sistematikasebagai berikut :Bab I PendahuluanPada bab ini disajikan latar belakanghal ‐ hal umum tentang keadaanPengadilan Tinggi SulawesiTengah, Tugas dan Fungsi,penjelasan umum organisasi denganpenekanan kepada aspek strategisorganisasi serta permasalahan utama(strategisc issued) yang  sedangdihadapi organisasi dan sistematikadari penyajian LKjIP.Bab II Perencanaan dan Perjanjian KinerjaPada bab ini diuraikan R e v i e wRencana Strategi 2015–2019 yangmemuat Visi Misi Pengadilan TinggiSulawesi Tengah, Tujuan dan SasaranStrategis, Indikator Kinerja UtamaPerjanjian Kinerja serta PenetapanKinerja Tahun 2018Bab III Akuntabilitas KinerjaA. Capaian Kinerja Organisasi Padasub bab ini disajikan capaiankinerja organisasi untuk setiappernyataan kinerja sasaranstrategis Organisasi sesuai denganhasil pengukuran kinerjaorganisasi. Untuk setiappernyataan kinerja sasaranstrategis tersebut dilakukananalisis capaian kinerja sebagaiberikut :
1. Membandingkan antara targetdan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasikinerja serta capaian kinerjatahun ini dengan tahun lalu danbeberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkanrealisasi kinerjasampai dengan tahunini dengan targetjangka menengah yangterdapat dalamdokumen perencanaanstrategis organisasi;
4. Membandingkanrealisasi kinerja tahunini dengan standarnasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebabkeberhasilan /kegagalan ataupeningkatan /penurunan kinerjaserta alternatif solusiyang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensipenggunaan sumberdaya ;
7. Analisis program /kegiatan yangmenunjangkeberhasilan ataupunkegagalan pencapaianpernyataan kinerja.B. Realisasi AnggaranPada sub bab inidiuraikan realisasianggaran yang digunakandan yang telahdigunakan untukmewujudkan kinerjaorganisasi sesuai dengandokumen PerjanjianKinerja.Bab IV PenutupPada bab ini diuraikansimpulan umum atascapaian kinerja organisasiserta langkah di masamendatang yang akandilakukan organisasi untukmeningkatkan kinerjanya.Lampiran:1) Perjanjian Kinerja2) Lain-lain yang dianggap perlu
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VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah yang Agung”

MISI :

Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah ;
Memberikan Pelayanan hukum yang
berkeadilan kepada pencari keadilan pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ; dan
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi
pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

A. RENSTRA 2015-2019Penyusunan Review RencanaStrategis (Renstra) Pengadilan TinggiSulawesi Tengah 2015-2019 mengacupada “blue print (cetak biru) dan renstraperadilan tinggi 2012-2035 telah menjadikebijakan dan tekad segenap unsurpimpinan Mahkamah Agung, PimpinanPengadilan Tingkat Banding danPengadilan Tingkat Pertama seluruhIndonesia dari empat lingkunganperadilan.Selanjutnya untuk memberikanarah dan sasaran yang jelas serta sebagaipedoman dan tolok ukur kinerjaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengahdiselaraskan dengan arah kebijakan danprogram Mahkamah Agung yangdisesuaikan dengan rencanapembangunan nasional yang telahditetapkan dalam Rencana PembangunanNasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendaliankinerja dalam pelaksanaan program dankegiatan pengadilan dalam mencapai visidan misi serta tujuan organisasi padatahun 2015-2019
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V I S IVisi merupakan cara pandang jauhkedepan untuk mewujudkan tercapainyatugas pokok dan fungsi Pengadilan TinggiSulawesi Tengah. Visi Pengadilan TinggiSulawesi Tengah mengacu padaMahkamah Agung RI yaitu

M I S I
Misi adalah sesuatu yang harusdiemban atau dilaksanakan sesuai visiyang ditetapkan agar tujuan organisasidapat terlaksana dan terwujud denganbaik. Misi Pengadilan Tinggi SulawesiTengah , adalah sebagai berikut:1. Menjaga Kemandirian pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah.2. Memberikan Pelayanan hukum yangberkeadilan kepada pencari keadilanpada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinanpada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah.

4. Meningkatkan Kredibilitas danTransparansi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tengah.

T U J U A NTujuan yang hendak dicapaiPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaituMemenuhi kebutuhan menyelesaikanperkara dan kepuasan masyarakatpencari keadilan serta MeningkatkanEfektifitas Pengelolaan Penyelesaianperkara.
SASARAN STRATEGISUntuk mendukung pencapaiantujuan agar terukur dan dapat dicapaisecara nyata, Pengadilan Tinggi SulawesiTengah menggunakan 2 (dua) sasaranstrategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang
pasti, transparan, dan akuntabel.Indikator yang digunakan untukmengukur capaian sasaran ini adalah :• Persentase sisa perkara yangdiselesaikan• Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu• Persentase penurunan sisa perkara• Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum : Kasasi,Peninjauan Kembali• Indeks Kepuasan Masyarakat yangpuas terhadap layanan PengadilanTinggi.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara.Indikator yang digunakan untukmengukur capaian sasaran ini adalah :• Persentase salinan putusan yangdikirim ke Pengadilan Pengaju tepatwaktu• Persentase putusan perkara yangmenarik perhatian masyarakat yangdapat diakses secara online dalamwaktu 1 hari setelah putus.

“TERWUJUDNYA
PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH
YANG AGUNG”
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PROGRAM DAN KEGIATANUntuk mencapai tujuan dan sasaranstrategis , Pengadilan Tinggi SulawesiTengah menggunakan program dankegiatan sesuai program dan kegiatanMahkamah Agung sebagai berikut :
1. Program :Dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis
lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan
pengelolaan keuangan
badan urusan administrasi.Indikator Kegiatan : Penyelenggaraanoperasional perkantoran dan nonoperasional satker daerah.Program dan kegiatan ini untukmendukung capaian indikator kinerja :• Persentase sisa perkara yangdiselesaikan• Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu• Persentase penurunan sisa perkara• Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum : Kasasi,Peninjauan Kembali

2. Program : Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Mahkamah Agung RI

Kegiatan : Pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan
Mahkamah Agung RIIndikator Kegiatan : Pengadaan saranadan prasarana pendukung SIPP.Program dan kegiatan ini untukmendukung capaian indikator kinerja :• Index responden Pengadilan TingkatPertama yang puas tehadap layananPengadilan Tinggi• Persentase putusan perkara yangmenarik perhatian masyarakat yangdapat diakses secara online dalamwaktu 1 hari setelah putus.

3. Program : Peningkatan manajemen
peradilan umum.

Kegiatan : Peningkatan manajemen
peradilan umum.Indikator Kegiatan : Perkara peradilanumum yang diselesaikan ditingkatpertama dan banding secara tepatwaktu Program dan kegiatan ini untukmendukung  capaian indikator kinerja :Persentase salinan putusan yangdikirim ke Pengadilan pengaju tepatwaktu.
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Tabel 1 ( Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

TUJUAN
TARGET

(JANGKA
MENENGAH)

SASARAN TARGET STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR
KINERJA

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN TARGET Rp.

1. Memenuhikebutuhanmenyelesaikan perkaradankepuasanmasyarakatpencarikeadilan

2. Meningkatkanefektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara

Persentaseperkara yangdiselesaikantepat waktu:
- Pidana
- Perdata
- Tipikor

Persentaseputusanperkara yangmenarikperhatianmasyarakatyang dapatdiaksessecara onlinedalam waktu1 hari setelahdiputus

90 %90 %90 %

100 %

1. Terwujudnyaprosesperadilan yangpasti,transparan danakuntabel

2. PeningkatanEfektifitasPengelolaanPenyelesaianPerkara

a. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
- Tipikorb. Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu:
- Pidana
- Perdata
- Tipikorc.Persentase penurunan sisaperkara
- Pidana
- Perdata
- Tipikord. Persentase perkara yangtidak  mengajukan upayahukum setelah ditingkatbanding
- Pidana
- Perdata
- Tipikore. Index responden pencarikeadilan yang puasterhadap layananperadilan

a. Persentase salinanputusan yang dikirim kepengadilan pengaju tepatwaktu
- Pidana
- Perdata
- Tipikorb. Persentase putusanperkara tipikor yangmenarik perhatianmasyarakat yang dapatdiakses secara onlinedalam waktu 1 harisetelah diputus

95 %95 %95 %
90 %90 %90 %
90 %90 %90 %
30 %10 %10 %75 %

95 %95 %95 %
100 %

95 %95 %95 %
90 %90 %90 %
90 %90 %90 %
30 %10 %10 %75 %

95 %95 %95 %
100 %

100 %100 %100 %
90 %90 %90 %
95 %95 %95 %
45 %15 %15 %85 %

100 %100 %100 %
100 %

100 %100 %100 %
90 %90 %90 %
95 %95 %95 %
45 %15 %15 %85 %

100 %100 %100 %
100 %

100 %100 %100 %
90 %90 %90 %
95 %95 %95 %
45 %15 %15 %85 %

100 %100 %100 %
100 %

DukunganmanajemenpelaksanaanTugas teknislainnya MA

PeningkatanManajemenperadilanumum

PeningkatanSarana danPrasaranaAparaturMahkamahAgung

PembinaanAdministrasidan PengelolaanKeuanganBadan UrusanAdministrasi

PengadaanSarana danPrasarana diLingkunganMahkamahAgung

PeningkatanManajemenPeradilanUmum

PenyelenggaraanOperasionalPerkantoran danNon OperasionalSatker Daerah

Pengadaan Saranadan PrasaranaPendukung SIPP

Perkara PeradilanUmum yangDiselesaikan diTingkat Pertamadan BandingSecara tepatwaktu

12 BulanLayanan

12 BulanLayanan

133 Perkara

17.624.012.000

329.250.000

165.389.000,-
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilansasaran strategis dalam  mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran danIndikator kinerja utama di gambarkan sebagai berikut :
No Kinerja

Utama

Indikator
Kinerja
Utama

Penjelasan Penanggung
Jawab

Sumber
Data

1. PeningkatanPenyelesaianPerkara

a. Persentasesisa perkarayangdiselesaikan
Perbandingan antara jumlahsisa perkara yang diminutasidengan jumlah sisa perkarayang harus diselesaikan(kriteria sisa perkara danperkara yang selesaimengacu pada polaBindalmin tentang jangkawaktu penanganan perkarapada Pengadilan TingkatBanding dan SOP PengadilanTinggi Sulawesi Tengah)

Panitera/Sekretaris PengadilanTinggi SulawesiTengah
LaporanBulanandanLaporanTahunan.

b. Persentaseperkarayangdiselesaikan
Perbandingan antara jumlahperkara yang  diminutasidengan jumlah perkara yangdiregister (Saldo awalditambah jumlah perkarayang masuk)

Panitera/Sekretaris PengadilanTinggi SulawesiTengah
LaporanBulanandanLaporanTahunan.c. PersentasePenurunanSisa Perkara Perbandingan antara sisaperkara tahun sebelumnyadikurangi sisa perkara tahunberjalan dengan sisa perkaratahun sebelumnya

Panitera/Sekretaris PengadilanTinggi SulawesiTengah
LaporanBulanandanLaporanTahunan.d. PersentasePerkarayang TidakMengajukanUpayaHukumsetelahperkaraputusditingkatbanding

Perbandingan antarajumlah perkara yang tidakmengajukan upaya hukumdengan jumlah putusanperkaraCatatan :Secara hukum semakinsedikit yang mengajukanupaya  hukum, makasemakin puas atas putusanpengadilan

PaniteraPengadilanTinggiSulawesiTengah
LaporanBulanandanLaporanTahunan.
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e. Indexrespondenpencarikeadilanyang puasterhadaplayananperadilan

Index kepuasan pencarikeadilanCatatan :
 Keputusan menteripendayagunaan aparaturnegara nomorKEP/25/M.PAN/2/2004tentang pedoman umumpenyusunan indexkepuasan masyarakatunit pelayanan instansipemerintah
 Nilai persepsi minimal 3dengan nilai konversiIKM index harus ≥ 62,51

PaniteraPengadilanTinggiSulawesiTengah
LaporanBulanandanLaporanTahunan.

2
Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara sertatertibadministrasi

a. PersentaseSalinanPutusanYangDiterimaOlehPengadilanPengajuTepatWaktu

Perbandingan jumlah isiputusan yang diterimatepat waktu dengan jumlahputusanCatatan:Tepat  waktu   sesuai   SuratKeputusan    KetuaMahkamah Agung  Nomor214/KMA/SK/XII/2014tentang  Jangka  WaktuPenanganan  Perkara  diMahkamah  Agung

PaniteraPengadilanTinggi SulawesiTengah
LaporanBulanandanLaporanTahunan.

b. Persentaseputusanperkarayangmenarikperhatianmasyarakatyang dapatdiaksessecaraonlinedalamwaktu 1hari setelahdiputus

Perbandingan antaraJumlah isi putusan perkaraTipikor yang di uploaddalam website denganjumlah perkara menarikperhatian masyarakat yangdiputusCatatan :SK Ketua Mahkamah AgungNomor144/KMA/SK/VIII/2007Tahun  2007 tentangKeterbukaan Informasi DiPengadilan

PaniteraPengadilanTinggiSulawesiTengah
LaporanBulanandanLaporanTahunan

Tabel 2 ( Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)
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C. RENCANA KINERJARencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memuatangka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada padatingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yangharus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerjatersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akandiwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagaiPerjanjian Kinerja.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1. Peningkatan PenyelesaianPerkara a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan

- Pidana
- Perdata
- Tipikor 100 %100 %100 %b. Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu:
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 90 %90 %90 %c. Persentase penurunan sisa perkara
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 95 %95 %95 %d. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum setelahditingkat banding
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 45 %15 %15 %e. Index responden pencari keadilanyang puas terhadap layananperadilan 85 %

2. Peningkatan EfektifitasPengelolaan PenyelesaianPerkara a. Persentase salinan putusan yangdikirim ke pengadilan pengaju tepatwaktu
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 100 %100 %100 %b. Persentase putusan perkara tipikoryang menarik perhatian masyarakatyang dapat diakses secara onlinedalam waktu 1 hari setelah diputus 100 %Tabel 3 ( Rencana Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)
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D. PERJANJIAN KINERJA 201872017Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi  Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atastarget kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaranstrategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjaditanggung jawab masing-masing unit kerja.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1. Peningkatan penyelesaian perkara a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Pidana
- Perdata
- Tipikor 100 %100 %100 %b. Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu:
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 90 %90 %90 %c. Persentase penurunan sisa perkara
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 95 %95 %95 %d. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum setelahditingkat banding
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 45 %15 %15 %e. Index responden pencari keadilan yangpuas terhadap layanan peradilan 85 %2. Peningkatan Efektifitaspengelolaan penyelesaian perkara a. Persentase salinan putusan yang dikirimke pengadilan pengaju tepat waktu
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 100 %100 %100 %b. Persentase putusan perkara tipikor yangmenarik perhatian masyarakat yangdapat diakses secara online dalam waktu1 hari setelah diputus 100 %

Tabel 4 ( Penetapan Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)
Kegiatan Anggaran1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan UrusanAdministrasi Rp. 17.624.012.000,-2.   Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 329.250.000,-3.   Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 165.389.000,-
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PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, danakuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : DR. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.HumJabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSelanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : DR. H. HERRI SWANTORO, SH, MHJabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RISelaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunansesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang  jika diperlukan serta  akanmelakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian inidan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dansaksi. Palu, Februari 2019Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

DR. H. HERRI SWANTORO, SH, MHNIP. 195909041984031004 DR MOCHAMAD DJOKO, SH, M.HumNIP. 195605051983031003
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‘Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data
capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah tahun 2018 adalah sebesar 99.62%”

A. CAPAIAN KINERJACapaian Kinerja merupakangambaran mengenai tingkat pencapaianpelaksanaan suatu kegiatan / program /kebijakan dalam mewujudkan  sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yangtertuang dalam perumusan perencanaanstrategis suatu organisasi. PengukuranKinerja adalah proses sistematis danberkesinambungan untuk menilaikeberhasilan/kegagalan pelaksanaankegiatan sesuai dengan program,kebijakan, untuk   mencapai sasarandan tujuan yang telah ditetapkandalam mewujudkan visi dan misiorganisasi.Pengukuran tingkat capaiankinerja Pengadilan Tinggi SulawesiTengah tahun 2018, dilakukan dengancara membandingkan antara targetpencapaian indikator kinerja  yang telahditetapkan dengan realisasinya, sehinggaterlihat apakah sasaran yang telahditetapkan tercapai atau tidak.Secara umum Pengadilan TinggiSulawesi Tengah mempunyai beberapakeberhasilan pencapaian target kinerja,namun demikian terdapat jugabeberapa Target yang belum tercapaidalam tahun 2018 ini.
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Tabel 5 ( Capaian Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN1. PeningkatanMeningkatnyapenyelesaianPerkara a. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
- Tipikorb. Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu:
- Pidana
- Perdata
- Tipikorc. Persentase penurunan sisaperkara
- Pidana
- Perdata
- Tipikord. Persentase perkara yangtidak mengajukan upayahukum setelah ditingkatbanding
- Pidana
- Perdata
- Tipikore. Index responden pencarikeadilan yang puas terhadaplayanan peradilan

100%100%100%
90%90%90%
95%95%95%
45%15%15%85%

100%100%100%
96%86%93%

100%100%100%
60%14%7%82%

100%100%100%
107%96%103%
105%105%105%
133%93%47%96%

Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1 99,23%2. Peningkatan Efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara a. Persentase salinan putusanyang dikirim ke pengadilanpengaju tepat waktu
- Pidana
- Perdata
- Tipikorb. Persentase putusan perkaratipikor yang menarikperhatian masyarakat yangdapat diakses secara onlinedalam waktu 1 hari setelahdiputus

100%100%100%100%
100%100%100%100%

100%100%100%100%
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 2 100%Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018 99,62%
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B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Peningkatan

Penyelesaian Perkara merupakan sasaran

utama dalam rencana strategis. Sasaran ini

dimaksudkan untuk menggambarkan

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

peradilan di Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah dengan mengukur tingkat sisa

perkara yang diselesaikan, penyelesaian

perkara yang diselesaikan tepat waktu,

tingkat penurunan sisa perkara yang

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,

tingkat perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum setelah ditingkat banding

maupun index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan.

Data pada tabel dan grafik diatasmenunjukkan bahwa capaian sasaranpeningkatan penyelesaian perkara padatahun 2018 sebesar 138,82 %. Hal inimenunjukkan bahwa pada tahun 2018Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih

terus berupaya melaksanakanpenyelenggaraan peradilan yang efektifdan efisien sehingga berhasilmempertahankan capaian sasaranpeningkatan penyelesaian perkara.
Untuk mencapai sasaran

Penyelesaian Perkara, digunakan 3 (tiga)

indikator kinerja yaitu :

 Persentase Sisa Perkara yang

diselesaikan

 Persentase Perkara yang diselesaikan

tepat waktu

 Persentase penurunan sisa perkara

 Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum setelah ditingkat banding

 Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

1
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Tabel 6 ( Capaian Sasaran Strategis 1)
Persentase Sisa Perkara yang DiselesaikanUkuran realisasi indikator kinerjaPersentase Sisa Perkara yang diselesaikanadalah Perbandingan antara jumlah sisaperkara yang  diselesaikan dengan jumlah sisaperkara yang harus diselesaikan. ArtinyaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerjabaik apabila nilai rasio penyelesaianperkaranya minimal 100%. Sesuai Kriteria SisaPerkara mengacu pada Surat  Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor

214/KMA/SK/XII/2014 tentangJangka Waktu Penanganan Perkaradi MahkamahAgung dan SuratEdaran Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun2014 tentang Penyelesaian Perkaradi Pengadilan Tingkat Pertama danTingkatBanding pada 4 (Empat)Lingkungan   Peradilan.

Tabel 7 (Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN1. PeningkatanMeningkatnyapenyelesaianPerkara a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan
- Pidana
- Perdata
- Tipikorb. Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu:
- Pidana
- Perdata
- Tipikorc. Persentase penurunan sisa perkara
- Pidana
- Perdata
- Tipikord. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum setelahditingkat banding
- Pidana
- Perdata
- Tipikore. Index responden pencari keadilanyang puas terhadap layananperadilan

100%100%100%
90%90%90%95%95%95%
45%15%15%85%

100%100%100%
96%86%93%100%100%100%
60%14%7%82%

100%100%100%
107%96%103%105%105%105%
133%93%47%96%

THN JENIS
PERKARA

SISA  PERKARA
YG HARUS

DISELESAIKAN
(TAHUN

SEBLMNYA)

SISA PERKARA
YG DISELESAI

KAN

TARGET REALISASI CAPAIAN

2018
2014

PidanaPerdataTipikor 15141 15141 100%100%100% 100%100%100% 100%100%100%2017 PidanaPerdataTipikor 14141 14141 100%100%100% 100%100%100% 100%100%100%2016 PidanaPerdataTipikor 1190 1190 100%100%100% 100%100%100% 100%100%100%2015 PidanaPerdataTipikor 975 975 100%100%100% 100%100%100% 100%100%100%2014 PidanaPerdataTipikor 420 420 100%100%100% 100%100%100% 100%100%100%
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Persentase sisa perkara Pidana,Perdata, maupun Tipikor yang masing ‐masingditargetkan selesai 100% padatahun 2018, ternyata dapat tercapai100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkarapada tahun 2017, yaitu Pidana sejumlah15 perkara, Perdata sejumlah 14 danperkara tipikor sejumlah 1 perkara,seluruhnya dapat diselesaikan ditahun2018. Adanya sisa perkara pada tahunsebelumnya disebabkan karena adanya

perkara yang masuk pada akhir tahun,sehingga tidak dapat diselesaikan padatahun berjalan. Penyelesaian sisa perkarapada tahun 2018 yang mencapai targetsebesar 100% menunjukan bahwa sistemkerja yang berlaku dilingkunganPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telahberjalan dengan baik dan lancar sehinggatidak ada sisa perkara tahun sebelumnyayang tidak selesai di tahun berikutnya.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran capaian indikatorkinerja persentase Perkara yangdiselesaikan adalah Perbandingan antarajumlah perkara yang diselesaikan tahunberjalan dengan jumlah perkara yang ada.Artinya Pengadilan Tinggi SulawesiTengah berkinerja baik apabila nilai rasiopenyelesaian sisa perkaranya minimal90%. Dengan ketentuan Jumlah perkarayang diselesaikan dengan   perkara yang

harus diselesaikan (sisa  awal tahun  danperkara yang masuk) dan Jumlahperkara  yang ada   = jumlah  perkarayang  diterima tahun  berjalan ditambahsisa  perkara  tahun  sebelumnya.
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Tabel 8 (Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu)
Dari tabel diatas menunjukkan perbandingan capaian Persentase Perkara yang

diselesaikan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2018 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

penyelesaian perkara yang harus diselesaikan untuk perkara pidana, perdata dan tipikor

mengalami penurunan, jika dibandingkan perkara di tahun 2017. Pada Tahun 2018, realisasi

perkara pidana mencapai target 96 % sehingga capaian penyelesaiannya sebesar 107 %

sedangkan capaian penyelesaian perkara Tipikor tidak mencapai target yaitu capaian

realisasi Tipikor mencapai 96% .

THN JENIS
PERKARA

SISA
PERKARA
TAHUN

SEBLMNYA

PERKARA
MASUK

PERKARA YG
HARUS
DISELESAIKAN

PERKARA
YG TELAH
DISELESAI
KAN

TARGET REALISASI CAPAIAN

2018
2014

PidanaPerdataTipikor 15141 1697413 1848814 1767713 90%90%90% 96%86%93% 107%96%103%2017 PidanaPerdataTipikor 14141 1768922 19010323 1748921 95%95%95% 92%86%91% 97%91%98%2016 PidanaPerdataTipikor 1190 1788827 1899727 1758326 90%90%90% 93%86%96% 98%91%101%2015 PidanaPerdataTipikor 975 1019450 11010155 999255 90%90%90% 90%91%100% 95%96%105%2014 PidanaPerdataTipikor 420 896738 936938 846233 90%90%90% 90%90%87% 95%95%92%
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Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran capaian indikator kinerjaPersentase Penurunan Sisa PerkaraPerkara adalah Perbandingan antara sisaperkara tahun sebelumnya dengan sisaperkara tahun berjalan. Dengan catatanSisa Perkara  adalah  Perkara  yangbelum diputus   pada  tahun berjalanDalam rangka merespon keluhanmasyarakat akan lamanya penyelesaianperkara di Lingkungan Mahkamah Agungdan jajaran peradilan di bawahnya, padatahun 2014 Ketua Mahkamah Agungmengeluarkan Surat Edaran MahkamahAgung No. 2 Tahun 2014 tentangPenyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat

Banding pada 4 (empat) LingkunganPeradilan, yang mengatur penyelesaianperkara di Pengadilan Tingkat Bandingmaksimal menjadi 3 (tiga) bulanketentuan waktu termasuk penyelesaianminutasi berdasarkan Surat Edarantersebut, pada tahun 2018 PengadilanTinggi Sulawesi Tengah mereviewIndikator Kinerja Utama jangka waktupenyelesaian perkara yang awalnyamaksimal 6 bulan menjadi maksimal 3bulan.

Tabel 9 (Persentase Penurunan Sisa Perkara)

TAHUN JENIS
PERKARA

SISA PERKARA TARGET REALISASI CAPAIAN2018
2014

PidanaPerdataTipikor 8111 95%95%95% 100%100%100%
100

105%105%105%2017 PidanaPerdataTipikor 16142 95%95%95% 88%100%50%
100

93%105%53%2016 PidanaPerdataTipikor 14141 95%95%95% 79 %64 %95 % 83 %67 %100 %2015 PidanaPerdataTipikor 1190 95%95%95% 82 %78 %95 % 86 %82 %100 %2014 PidanaPerdataTipikor 975 90%90%90% 44 %78 %90 % 46 %87 %100 %
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Berdasarkan pada tabel diatas penurunan sisa Perkara Pidana, Perdatamaupun Tipikor pada Tahun 2018 menurun drastis jika dibandingkan tahun 2017, halini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan tugas danSOP dengan baik. Serta jika melihat dari realisasi penurunan sisa Perkara Pidana,Perdata maupun Tipikor pada Tahun 2018 persentase penurunan sisa Perkara Pidana,Perdata maupun Tipikor pada Tahun 2018 sangat baik  melebihi dari target yang telahditentukan. Hal ini juga disebabkan adanya gempa bumi yang terjadi di Kota Palu padatanggal 28 September 2018 yang sangat dahsyat sehingga mengakibatkan jumlah perkarayang masuk menurun drastis di Tahun 2018
Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Setelah Ditingkat BandingUkuran realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding adalah Perbandingan antarajumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkarayang telah diselesaikan. Dalam artian secara hukum semakin sedikit yang mengajukanupaya  hukum setelah putus ditingkat banding, maka pencari keadilan semakin puasatas putusan  Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Tabel 10 (Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding)
Berdasarkan pada tabel diatas Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum setelah ditingkat banding untuk perkara Pidana mencapai realisasisebesar 60% dengan capaian 133% sedangkan untuk perkara Perdata maupun TipikorpadaTahun 2018 belum mencapai target dengan realisasi masing-masing, perkaraPerdata dengan target 15% pencapaian realisasi  14% dan perkara tipikor dengan target15% pencapaian realisasi hanya sebesar 7% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa

THN JENIS
PERKARA

PERKARA YG
TELAH

DISELESAIKAN

PERKARA
TIDAK

LANJUT
UPAYA
HUKUM

PERKARA
LANJUT UPAYA

HUKUM

TARGET REALISASI CAPAIAN

2018
2014

PidanaPerdataTipikorPidanaPerdataTipikor

27 95%95%95% 90%90%87 95%9592%1767713 106111 706612 45%15%15% 60%14%7% 133%93%47%2017 PidanaPerdataTipikor 1758326 83113 917818 45%15%15% 47%13%12% 104%87%80%
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masyarakat pencari keadilan belum merasa puas terhadap putusan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah sehingga melakukan upaya hukum selanjutnya.
Indikator Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas
Terhadap Layanan PeradilanUntuk mengukur seberapa besarIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)terhadap pelayanan publik di PengadilanTinggi Sulawesi Tengah dilakukan surveyterhadap masyarakat yang datang kePengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.Survey ini dilakukan untuk dijadikanbahan evaluasi untuk perbaikan agarpelayanan publik di Pengadilan TinggiSulawesi Tengah lebih maksimal.Selama ini, dalam melakukansurvei kepuasan masyarakatmenggunakan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun2014 tentang Pedoman Survei KepuasanMasyarakat Terhadap PenyelenggaraanPelayanan Publik. Peraturan inidipandang tidak operasional danmemerlukan penjabaran teknis dalampelaksanaannya. Oleh karena itu,Peraturan ini dipandang perlu untukdisesuaikan dengan metode survei yangaplikatif dan mudah untuk dilaksanakandengan mengacu Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun2017. Selain itu, Peraturan ini

dimaksudkan untuk memberikan arahandan pedoman yang jelas dan tegas bagipenyelenggara pelayanan publik.Penyusunan indeks kepuasanmasyarakat diperkirakan memerlukanwaktu selama 1 (satu) bulan denganrincian sebagai berikut:a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6(enam) hari kerja;c. Pengolahan data indeks, 6 (enam)hari kerja;d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6(enam) hari kerja.Dari hasil analisis terhadap datasurvey yang dilakukan, disimpulkan :1. Jika dilihat dari karakteristikresponden, disimpulkan bahwapengunjung pada Pengadilan TinggiSulawesi Tengah sangat variatifdengan berbagai latar belakangpendidikan dan pekerjaan, sehinggasangat perlu untuk meningkatkanpelayanan;2. Secara umum pelayanan publik diPengadilan Tinggi Sulawesi Tengahsangat baik, hal tersebut terlihat dari
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hasil survey tahun 2018 dengan NilaiIKM = 82,07 (Sangat Baik)3. Berdasarkan hasil survey dan analisisdata survey, diperoleh Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadapmasing-masing unsur layanan adalahsebagai berikut :

Tabel 11 (Nilai rata-rata Unsur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Tabel 12 (Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018)

No. Unsur Pelayanan
Jumlah

Nilai
Pelayanan

Nilai Rata-
rata Unsur
Pelayanan

Nilai IKM
Unsur Layanan

(x 25)
Keterangan

1 Kemudahan Prosedur 292 3,24 81,11
Sangat

Baik

2
Kesesuaian Persyaratan

Dengan jenis layanan
295 3,28 81,94

Sangat

Baik

3 Kecepatan Layanan 303 3,37 84,17
Sangat

Baik

4 Kualitas Pelayanan 286 3,18 79,44
Sangat

Baik

5 Kemampuan Petugas 293 3,26 81,39
Sangat

Baik

6
Sikap (kesopanan dan

keramahan) aparatur
297 3,3 82,5

Sangat

Baik

7

Kesanggupan Petugas

untuk melaksanakan

pelayanan

292 3,24 81,11
Sangat

Baik

8
Kepuasan penerima

layanan
305 3,39 84,72

Sangat

Baik

9 Kebersihan kantor 296 3,29 82,22
Sangat

Baik

TAHUN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN2018 Index Responden PencariKeadilan yang Puas TerhadapLayanan Peradilan 85% 82% 96%2017 Index Responden PencariKeadilan yang Puas TerhadapLayanan Peradilan 85% 81% 95%
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Berdasarkan pada tabel diatas Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Tahun2018 realisasi sebesar 82% meningkat dari Tahun 2017 hal ini menandakan bahwaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan pelayanan dengan baik kepadamasyarakat pencari keadilan.
Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara.

Sasaran staregis “Peningkatanefektivitas pengelolaan penyelesaianperkara”  merupakan sasaran yangbertujuan untuk mewujudkan percepatanpenyelesaian perkara.Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua)indikator kinerja utama, yaitu : (1)Persentase salinan putusan yang dikirim

ke Pengadilan pengaju tepat waktu; (2)Persentase putusan perkara yangmenarik perhatian masyarakat yangdapat diakses secara online dalam waktu1 hari setelah putus.   Rata-rata capaiansasaran ini pada tahun 2018 sebesar100%.  Seluruh indikator pada sasaran inimencapai target 100%.

Tabel 13 (Capaian Sasaran Strategis 2)
Data pada tabel diatasmenunjukkan bahwa realisasi kinerjasasaran efektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara menunjukkan

bahwa pada tahun 2018 Pengadilan TinggiSulawesi Tengah masih terus berupayamelaksanakan penyelenggaraan peradilanyang efektif dan efisien. Untuk mencapai

SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIANPeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara

a. Persentase salinanputusan yang dikirimke pengadilanpengaju tepat waktu
- Pidana
- Perdata
- Tipikor

100%100%100% 100%100%100% 100%100%100%
Persentase putusanperkara tipikor yangmenarik perhatianmasyarakat yang dapatdiakses secara onlinedalam waktu 1 harisetelah diputus

100% 100% 100%

2
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sasaran efektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara, digunakan2 (dua) indikator kinerja yaitu:
 Persentase salinan putusan yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu
 Persentase putusan perkara tipikor yangmenarik perhatian masyarakat yang dapatdiakses secara online dalam waktu 1 harisetelah diputus

Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim Ke
Pengadilan Pengaju Tepat WaktuUkuran realisasi Indikator KinerjaPersentase salinan putusan yang dikirimke pengadilan pengaju tepat waktu adalahPerbandingan jumlah isi putusan yangditerima tepat waktu dengan jumlahputusanSesuai SEMA No 01 Tahun 2011tentang perubahan SEMA No 02 Tahun2010 tentang penyampaian salinan danpetikan putusan.Ada  hal-hal yang diatur tentangpenyampaian salinan dan petikan putusandalam SEMA No 01 Tahun 2011, yaitu :1. Pengadilan yang memeriksa danmengadili perkara perdata sudah harusmenyediakan salinan putusan untukpara pihak dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak putusandiucapkan. Karena salinan putusandalam perkara perdata dikenakan biaya

PNBP, maka penyampaian salinanputusan tersebut harus atas permintaanyang bersangkutan2. Untuk perkara pidana pengadilan wajibmenyampaikan salinan putusan dalamjangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak putusandiucapkan kepada Terdakwa ataupenasihat Hukumnya, Penyidik danPenuntut Umum, kecuali untuk perkaracepat diselesaikan sesuai denganketentuan KUHAP3. Petikan Putusan perkara Pidanadiberikan kepada Terdakwa, PenuntutUmum dan Rumah Tahanan Negaraatau Lembaga pemasyarakatan segerasetelah Putusan diucapkan4. Apabila Pengadilan tidak melaksanakanketentuan tersebut diatas, maka KetuaPengadilan dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.
TARGET DAN REALISASI

SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH 2018

Tabel 14 (Salinan Putusan yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tahun 2018)

JENIS
PERKARA

PERKARA YG
TELAH

DISELESAIKAN

SALINAN &
PETIKAN

PUTUSAN YANG
TELAH DIKIRIM

TARGET REALISASI

PidanaPerdataTipikorPidanaPerdataTipikor

27 95%95%95% 90%90%87
95%9592%1848814 1848814 100%100%100% 100%100%100%
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Berdasarkan pada tabel diatastarget Persentase salinan putusan yangdikirim ke pengadilan pengaju tepatwaktu yaitu sebesar 100 % dan realisasipada Tahun 2018 Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah mencapai 100 % karenasetiap perkara yang telah diputus segeradikirimkan ke pengadilan pengaju sesuaidengan SOP yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam
Waktu 1 Hari Setelah DiputusUkuran realisasi Indikator KinerjaPersentase putusan perkara tipikor yangmenarik perhatian masyarakat yang dapatdiakses secara online dalam waktu 1 harisetelah diputus adalah Perbandingan antaraJumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkaramenarik perhatian masyarakat yang diputussesuai SK Ketua Mahkamah Agung Nomor144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun  2007  tentangKeterbukaan Informasi Di Pengadilan.Selama Tahun 2018 keadaan jumlahperkara tipikor sebagai berikut :- Sisa perkara tahun 2017 :    1 Perkara- Perkara Masuk Tahun 2018 : 13 Perkara- Perkara Putus Tahun 2018 : 13 Perkara- Sisa Perkara Tahun 2018 :    1 PerkaraBerdasarkan data diatas menunjukkan padatahun 2018 seluruh perkara tipikor yang telahputus sudah dipublikasikan di websitePengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melaluiSistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP)pengadilan Tingkat Banding Mahkamah AgungRI. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah jugamempublikasikan putusan melalui Direktori

Putusan Mahkamah Agung RI.Sehingga putusan perkara tipikoryang menarik perhatian masyarakatyang dapat diakses secara onlinedalam waktu 1 hari setelah diputusyang ditargetkan 100% dapatdirealisasikan 100%.
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C. REALISASI ANGGARAN DAN PANJAR BIAYA PERKARA

Dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsinya serta untuk mencapaitarget rencana kinerja juga ditentukanoleh penyediaan anggaran melalui DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun2018 yang terdiri dari:1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi,meliputi :
- Belanja Pegawai, meliputi belanjapegawai mengikat dan tidakmengikat yang penggunaannyaantara lain untuk gaji dantunjangan, honorarium dan lembur
- Belanja Barang, yaitu pengeluaranuntuk pembelian barang dan jasayang habis pakai dalam kurunwaktu satu tahun anggarantermasuk didalamnya pemeliharaandan perjalanan. Perhitungan danpenilaian belanja barang dilakukanberdasarkan standar biaya yangtelah ditetapkan, sedangkanpenilaian terhadap pekerjaan yangbelum ditetapkan dalam standarbiaya dilakukan atas dasar Term Of

Reference (TOR) dan RincianAnggaran Belanja (RAB). Belanjabarang meliputi belanja barangmengikat maupun belanja barangtidak mengikat.
- Belanja Modal, Modal yaitupengeluaran yang dilakukan dalamrangka menunjang sarana danprasarana,antara lain untukpembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisikyang mendukung untuk tupoksi.2. DIPA (03) Badan  Peradilan Umum,meliputi Belanja Barang, Belanjabarang pada DIPA (03) BadanPeradilan Umum ditujukan untukmenunjang kegiatan operasionalpersidangan peradilan.Pada awal tahun 2018, totalanggaran DIPA seluruhnya sesuai terterapada Penetapan Kinerja Tahun 2018adalah sebesar Rp. 18.118.651.000,-(delapan belas milyar seratus delapanbelas juta enam ratus lima puluh satu riburupiah). Dan total Realisasi anggaranDIPA tahun 2018 adalah sebesar Rp18.065.232.402,- (delapan belas miliarenam puluh lima juta dua ratus tiga puluhdua ribu empat ratus dua rupiah) atausebesar 99,71 % yang artinya realisasianggaran sudah dapat dikatakan  optimal.Adapun perbandingan antara realisasianggaran tahun 2018 dengan tahunsebelumnya ditampilkan dalam tabelsebagai berikut :
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Tabel 15 (Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2018 & Tahun 2017)Berdasarkan tabel diatas dapatdisimpulkan bahwa pada Tahun 2018realisasi anggaran mengalamipeningkatan sebesar 24,28 %dibandingkan dengan Tahun 2017.Dengan adanya peningkatan tersebutdiharapkan membantu dalammeningkatkan kualitas sumber daya baik

fisik maupun non fisik pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah.Berikut alokasi anggaranPengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengahtahun anggaran 2018, rincian pagu awal,pagu revisi, dan realisasi anggaran untukDIPA (01) Badan Urusan Administrasidan DIPA (03) Badan Peradilan Umum:
Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan AdministrasiPagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasiadalah sebagai berikut :

Tabel 16 (Realisasi anggaran Dipa 01 Tahun 2018)
Berdasarkan tabel  di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 secarakeseluruhan pencapaian realisasi anggaran sangat baik yaitu mencapai 99,71% yangartinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan  optimal.

NO KEGIATAN REALISASI 2018 REALISASI 2017 NAIK  (TURUN)

CAPAIAN

(%)

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

1. Belanja Pegawai 15.583.246.919,- 12.214.672.391,- 3.368.574.528,- 27,58
2. Belanja Barang 2.152.735.483,- 2.038.449.445,- 114.286.038,- 5,61

3. Belanja Modal 329.250.000,-- 282.315.500,- 46.935.000,- 16,63

Ju ml ah 18.065.232.402,- 14.535.437.336,
-

3.529.795.066,- 24.28

NO KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)1. Belanja Pegawai 15.583.249.000,- 15.583.246.919,- 100%
2. Belanja Barang 2.040.763.000,- 1.989.048.895,- 97,47%

3. Belanja Modal 329.250.000,- 329.250.000,- 100%

Ju ml ah 17.953.262.000,- 17.901.545.814,- 99.71%
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Pagu DanRealisasi Dipa (03) Badan Peradilan UmumPagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalahsebagai berikut:
NO KEGIATAN PAGUAWAL

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)1. Belanja Barang 165.389.000,- 163.686.585,- 98,97%

Total Belanja 165.389.000,- 163.686.585,- 98,97%Tabel 17 (Realisasi anggaran Dipa 03 Tahun 2018)
Dari keseluruhan pagu anggaran Dipa 03 yang diterima tersebut digunakanuntuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerjaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya PerkaraSelain mengelola keuangan APBN(keuangan DIPA), Pengadilan TinggiSulawesi Tengah juga mengelola uangtitipan dari pihak-pihakyang berperkara(lazim disebut sebagai pihak ketiga) yangmerupakanuang persediaan (cadangan),dan semata-mata digunakan untukmembiayai kegiatan yang berkaitandengan proses penyelesaian perkaramereka sendiri.Biaya perkara ini dibayar olehpihak yang berperkara (yangmengajukangugatan / permohonan), sebagai uangpersediaan biayapenanganan /penyelesaian perkara mereka dipengadilan. Padadasarnya biaya perkaradibebankan kepadapihak yang kalah,namun terlebih dahulu dibebankan

kepada Penggugat sebagai panjar, karenapenggugatlah yang memulai berperkara.Dan setelah ada putusan akhirmaka barudiketahui pihak yang kalah yang harusdihukum membayar biaya perkara.Karena bersifat panjar maka apabilaterjadi kekurangan selama prosespersidangan harus ditambah dan apabilaada sisa pada akhir proses sisanya harusdikembalikan.Dasar hukum biaya penangananperkara perdata dibebankan kepada parapihak sendiri diatur dalam HIR (HetHerzien InlandsReglemen, Staadblaadtahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg(Reglementvan het rechtswezen in degewesten Buiten Java en Madoera,Staatblaad1927 no.227). Secara
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operasional terakhir diatur dalamPeraturanMahkamah Agung RI Nomor 2tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009danpetunjuk pelaksanaannya diatur dalamKeputusan PaniteraMahkamah Agung RI

Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal01September 2009. Adapun rekapitulasikeuangan perkara tahun 2017 padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapatditampilkan sebagai berikut :
PERIODE SALDO AWAL

(Rp)

PENERIMAAN

(Rp)

PENGELUARAN

(Rp)

SALDO

(Rp)

Januari 154.000,- 150.000,- 227.000,- 77.000,-

Februari 77.000,- 1.200.000,- 1.156.000,- 121.000,-

Maret 121.000,- 1.050.000,- 1.050.000,- 121.000,-

April 121.000,- 900.000,- 900.000,- 121.000,-

Mei 121.000,- 1.200.000,- 1.178.000,- 143.000,-

Juni 143.000,- 600.000,- 611.000,- 132.000,-

Juli 132.000,- 750.000,- 805.000,- 77.000,-

Agustus 77.000,- 1.350.000,- 1.306.000,- 121.000,-

September 121.000,- 1.050.000,- 1.039.000,- 132.000,-

Oktober 132.000,- 750.000,- 750.000,- 132.000,-

Nopember 132.000,- 1.500.000,- 1.456.000,- 176.000,-

Desember 176.000,- 600.000,- 655.000,- 121.000,-

J u m l a h 154.000,- 11.100.000,- 11.133.000,- 121.000,-

Tabel 18 (Keuangan Perkara Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)



36 LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

A. SIMPULAN UMUM

esuai amanat PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun2014tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi, Pengadilan Tinggi SulawesiTengah menyusun dan menyajikanlaporan kinerja atas prestasi kerja yangdicapai berdasarkanPenggunaanAnggaran yang telah dialokasikan.Laporan kinerja Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Tahun 2017 merupakanbentuk akuntabilitas dari pelaksanaantugas  selama tahun 2018. Tujuanpelaporan kinerjaadalah memberikaninformasi kinerja yang terukur kepadapemberi mandat atas kinerja yang telahdan seharusnya dicapai sekaligus sebagaiupaya perbaikan ber kesinambungan bagiPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untukmeningkatkan kinerja.Berdasarkan pembahasan yangtelah diuraikan dalam bagian sebelumnyadapat disimpulkanbahwa:1. Renstra Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Tahun 2015-2019 memiliki sasaran programbeserta IKU dengan maksud agardapat dilakukan penilaianterhadap pencapaian sasaranprogram.  Untuk mencapai sasaranprogram tersebut, PengadilanTinggi Sulawesi Tengahmelaksanakan tiga program teknis,yaitu Program PeningkatanManajemen Peradilan Umum,Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya dan Program Peningkatan
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Sarana dan Prasarana AparaturMahkamah Agung.2. Strategi Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam kurunwaktu  2015 - 2019 adalah,Peningkatan Kinerja denganmeningkatkan sistem manajemenperkara yang akuntabel dantransparan sehingga masyarakatpencari keadilan dapatmemperoleh kepastian hukum.Dan Peningkatan KualitasPelayanan Publik yaitu memilikistandar pelyanan bagi pencarikeadilan mengatur dengan jelashak dan kewajibanpenyelenggaran pelayananmaupun penerima layanan,memiliki mekanisme penangananpengaduan dan meningkatkansarana prasarana teknologiinformasi untuk pelayanan publik3. Dalam rangka mencapai Visi danMisi Pengadilan Tinggi SulawesiTengah telah menetapkan 7

(tujuh) Indikator Kinerja Utama,yaitu :1) Persentase Sisa Perkara yangDiselesaikan2) Persentase Perkara yangDiselesaikan Tepat Waktu3) Persentase Penurunan SisaPerkara4) Persentase Perkara yang TidakMengajukan Upaya HukumSetelah Perkara Putus diTingkat Banding5) Index Responden PencariKeadilan yang Puas TerhadapLayanan Peradilan6) Persentase Salinan Putusanyang Diterima oleh PengadilanPengaju Tepat Waktu
7) Persentase Putusan PerkaraTipikor yang Menarik PerhatianMasyarakat yang Dapat diaksesSecara Online dalm Waktu 1Hari Setelah diputus

B. SIMPULAN CAPAIAN KINERJARealisasi capaian kinerja padaTahun 2017 yang mencapai target yangtelah ditetapkan yaitu :1. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan mencapai target 100%hal ini menunjukkan bahwa sistemkerja yang berlaku di lingkunganPengadilan Tinggi Sulawesi Tengahtelah berjalan dengan baik sehinggatidak ada sisa perkara tahunsebelumnya yang tidak selesai di tahunberikutnya.2. Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu mencapai target 102 % halini menunjukkan bahwa PengadilanTinggi Sulawesi Tengah telahmenjalankan SOP dengan baik3. Persentase Penurunan Sisa Perkaramencapai target 105% hal ini

menandakan bahwa Pengadilan TinggiSulawesi Tengah telah melakukantugas sesuai dengan arahan danaturan-aturan yang telah ditentukan4. Persentase salinan putusan yangdikirim ke pengadilan pengaju tepatwaktu mencapai target 100% hal inimenandakan bahwa Pengadilan TinggiSulawesi Tengah telah berupayamelaksanakan penyelenggaraanperadilan yang efektif dan efisien.5. Persentase putusan perkara tipikoryang menarik perhatian masyarakatyang dapat diakses secara onlinedalam waktu 1 hari setelah diputusPersentase putusan perkara tipikoryang menarik perhatian masyarakatyang dapat diakses secara onlinedalam waktu 1 hari setelah diputusmencapai target 100%
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C. RENCANA TINDAKKendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasarantersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.
Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi SulawesiTengah  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenapstakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagaibahan integral dari pengadilan.
 Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
 Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badanperadilan
 Penguatan pengawasan internal dan eksternal
 Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untukmemenuhi rasa keadilan masyarakat.
 Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

-------o0o-------
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami  telah  mereviu  Laporan  Kinerja  instansi  pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengahuntuk  tahun   anggaran2018  sesuai Pedoman  Reviu  atas  Laporan  Kinerja.  Substansiinformasi  yang  dimuat dalam  Laporan  Kinerja  menjadi  tanggung  jawab  manajemenPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.Reviu  bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  terbatas  laporan  kinerja telah disajikansecara akurat, andal, dan valid.Berdasarkan  reviu  kami, tidak  terdapat  kondisi  atau  hal-hal  yang menimbulkan  perbedaandalam  meyakini  keandalan  informasi  yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
Palu,    Februari 2018Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

DR. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum
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DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



54 LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



55 LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH


